
BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    127    TAHUN  2025

TENTANG

PENETAPAN RUTE DAN TARIF DASAR PENYELENGGARAAN BELANJA
TRANSPORTASI SUBSIDI PERINTIS BAGI MASYARAKAT YANG BERSUMBER

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   :  a.      bahwa   berdasarkan   Pasal   104   dan   Pasal   106   Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan,  telah
diatur   penyelenggaraan   angkutan   udara   perintis   diberi
kompensasi    untuk    menjamin    kelangsungan    pelayanari
arigkutan  udara  perintis  sesuai  dengan  rute  dari  jadwal
yang telah ditetapkan;

b.     bahwa  dalam  rarigka  kelancaran  dan  peningkatan   serta
kesinambungan     pelayanan     angkutan     udara     perintis
penumpang  di  Kabupaten  Mimika,  perlu  diberikan  subsidi
angkutan   udara   perintis,    penetapan       rute   dan   tarif
dasar   penyelenggaraan   subsidi   angkutan   udara   perintis
penumpang;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada  huruf  a,   dan  huruf  b,   perlu   menetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat     :    1.     Undang-Undang      Nomor      45      Tahun      1999      tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat,   Kabupaten  Paniai,   Kabupaten   Mimika,   Kabupaten
Puncak Jaya,  dan  Kota Sorong  (I,embaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun   1999   Nomor   173,   Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) ;

2.     Undang-Undang    Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001   Nomor   135,   Tambahan  I+embaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  4151)  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2021   tentang   Perubahan   Kedua   atas
Undang-Undang  Nomor  21   Tahun  2001   tentang  Otonomi
Khusus  Bagi  Provinsi  Papua    (Lembaran  Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2021   Nomor   155,  Tambahan  I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
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3.      Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2009
Nomor  1,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4956) ;

4.      Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan   Undang-Undang  Nomor  6
Tahun    2023    tentang   Penetapan   Peraturan    Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   menjadi   Undang-Undang   (I,embaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.      Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2022
Nomor  4,  Tambahan  Ifembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757) ;

6.      Undang-Undang      Nomor      15      Tahun      2022      tentang
Pembentukan   Provinsi   Papua   Tengah   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2022   Nomor   158,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

7.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   40   Tahun    1995   tentang
Angkutan   Udara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1995    Nomor   68,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 3610),  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun
1995  tentang  Angkutan  Udara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2000   Nomor   7,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

8.      Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.      Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri  Nomor  77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10.    Keputusan   Menteri   Perhubungan   Nomor   2   Tahun   2008
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

11.    Keputusan   Menteri   Perhubungan   Nomor   KM   157   Tahun
2024   tentang  Tarif  Penumpang  Angkutan  Udara  Perintis
Tahun 2025;

12.    Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  56  Tahun  2017  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta
Tata   Kelja   Dinas   Perhubungan   Type   8   (Berita   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 56);
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13.    Peraturan Daerah Kabupaten  Mimika Nomor 5  Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

14.    Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor  1  Tahun 2025
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran    2025    (I.embaran    Daerah    Kabupaten    Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);

15.    Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  2   Tahun   2025   tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2025  (Berita  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun
2025   Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan   Rute   dan  Tarif  Dasar   Penyelenggaraan   Belanja
Transportasi Subsidi Perintis bagi Masyarakat yang Bersumber
dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2025;

Penetapan   rute   penerbangan   sebagaimana   dimaksud   pada
Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:
Subsidi Angkutan Udara Perintis

1.   Rute yang mendapat persetujuan terbang adalah:
Timika - Kokonao
Timika - Jita
Timika - Tsinga
Timika - Aroanop

2.   Rute yang ditetapkan target minimal frekuensi penerbangan
adalah:
Timika - Kokonao (PP)
Timika - Jita (PP)
Timika - Tsinga  (PP)
Timika - Aroanop (PP)

1    Kali/Minggu
2    Kali/Minggu
4    Kali/Minggu
4    Kali/Minggu

3.   Rute  yang  di  tetapkan  target  minimal  penumpang  yang
diangkut adalah :
Timika - Kokonao (PP)
Timika - Jita (PP)
Timika - Tsinga (PP)
Timika - Aroanop (PP)

10 0rang/Minggu
20 0rang/Minggu
48 0rang/ Minggu
48 0rang/ Minggu

Tarif  angkutan   udara  perintis  untuk  angkutan   penumpang
sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  Keputusan  ini
tercantum   dalam   Lanpiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
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KEEMPAT

KELIMA

Tarif  angkutan   penumpang   udara   perintis   tercantum   pada
Lanpiran  Keputusan  ini  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai
(PPN)  dan  iuran  wajib    dana  pertanggungan  wajib  kecelakaan
penumpang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  -
undangan dibidang dana pertangguan;

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  Anggaran  2025  melalui  DPA  Dinas
Perhubungan Kabupaten Mimika;

KEENAM       :     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,13  Maret  2025

Pj.  BUPATI MIMIKA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Mimika

di Timika;
8.   Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimi]ca di Timika;
9.   Kepala Dinas Pelpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran I Keputusari Bupati Mimika
Nomor   127  Tahun 2025
Tanggal,  13  Maret  2025

RUTE PENIELENGGARAAN BELANJA TRANSPORTASI SUBSIDI PERINTIS
BAGI MASYARARAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG

NO RUTE PENYELENGGARA SUBSIDI
TARGET MINIMAL

FREKUENSI PENUMPANGPERTAHUNANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP) PENERBANGANPERTAHUN

+

I

!lij

_'%,

%

1 TIMIKA - KOKONAO 86 430

2 TIMIRA - JITA 172 860

3 TIMIKA - TSINGA 344 2064

4 TIMIKA - AROANOP 344 2064

Pj. BUPATI MIMIRA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN
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Lanpiran 11  Keputusan Bupati Mimika
Nomor  127  Tahun  2025
Tanggal,  13    Maret  2025

TARIF DASAR PENIELENGGARAAN BELANJA TRANSPORTASI SUBSIDI
PERINTIS BAGI MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG

NO RUTE

SESUAI TARIF PENUMPANG ANGKUTAN
UDARA PERINTIS TAHUN 2025
NOMOR KM  157 TAHUN 2024

TARIF PER PENUMPANG (Pnp)
#

1 TIMIRA - KOKONAO Rp. 242.000,-

2 TIMIKA - JITA Rp. 391.000,-

3 TIMIKA - TSINGA Rp.  187.000,-

4 TIMIRA - AROANOP Rp. 240.000,-

Pj. BUPATI MIMIRA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN


